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Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur semakin memicu performa pembangunan 
fisik. Disisi lain, terjadi degradasi dan permasalahan terkait lingkungan di sisi internal 
maupun ekstrenal Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, adanya kajian indikator daya 
tampung lingkungan binaan dan sosial ini dapat dijadikan masukan untuk pembangunan Jawa 
Timur yang lebih berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode analisa deskriptif 
kualitatif yang dilanjut dengan analisa delphi. Hasil dari analisa delphi dalam penentuan 
indikator daya tampung lingkungan binaan di Jawa Timur didapatkan kesepakatan bahwa 
indikator yang dapat mengukurnya adalah indikator ketersediaan lahan, ketersediaan 
sumberdaya air, dan aspek kualitas lingkungan. Sedangkan, indikator dalam penentuan daya 
dukung lingkungan sosial adalah indikator gaya hidup dan tingkat konsumsi penduduk. 
 










Jawa Timur  sebagai salah satu 
provinsi dengan luas mencapai kurang 
lebih 4.779.975 Ha dan terbagi atas 29 
wilayah kabupaten dan 9 kota. 
Pertumbuhan perekonomian di Provinsi 
Jawa Timur yang mengalami peningkatan 
pada beberapa tahun ini menunjukkan 
bahwa performa kinerja pembangunan fisik 
dan perekonomian semakin menggeliat. Di 
sisi lain, kegiatan dari pembangunan dan 
pengembangan wilayah yang semakin 
intens masih belum mempertimbangkan 
prinsip pembangunan yang berkelanjutan 
(sustainable development). Sementara 
perkembangan penduduk beserta 
kebutuhannya akan akses terhadap sumber 
daya yang semakin meningkat, kondisi 
lingkungan semakin menurun yang 
ditunjukaan dengan fenomena degradasi 
dan penurunan kuantitas dan kualitas 
sumber daya alam dan sarana pendukung 
yang menjadi kebutuhan penduduk yang 
semakin menipis dikarekanakan 
keberadaannya. yang terbatas. Akibatnya 
terjadi beberapa permasalahan yang 
dikemukakan sebagai isu eksternal Provinsi 
Jawa Timur, yaitu kenaikan rasio jumlah 
penduduk di perkotaan (migrasi), pesatnya 
perkembangan kota-kota sehingga muncul 
lebih banyak megacities, isu global 
warming, restrukturisasi fungsi kota inti 
yang mengakibatkan perembetan spasial 
perkotaan sehingga terjadi alih fungsi lahan 
pertanian dalam skala besar, perkembangan 
teknologi yang melumerkan batas-batas 
fisik antar wilayah sehingga kota-kota 
semakin memiliki dimensi yang luas 
(globalisasi). Sementara isu internal di 
wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi isu 
kependudukan, ketersediaan infrastruktur 
dan fasilitas sosial ekonomi, kesenjangan 
kosentrasi pembangunan, ketahanan 
pangan, luapan lumpur Sidoarjo (Lusi), dan 
meningkatnya alih fungsi hutan lindung 
dan kerusakan lingkungan yang 
mengakibatkan ekskalasi bencana. 
Adanya degradasi dan permasalahan 
terkait lingkungan tersebut erat kaitannya 
dengan adanya kepentingan untuk 
melakukan kajian terhadap daya dukung 
dan daya tampung lingkungan sebagai 
bentuk pelestarian fungsi lingkungan hidup 
sehingga untuk selanjutnya pemahaman 
dari hasil daya dukung dan daya tampung 
lingkungan dapat menjadi masukan dalam 
pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 
dapat dilakukan pencegahan dan 
pengelolaan terhadap lingkungan sebagai 
salah satu tindakan dalam penataan ruang di 
wilayah Jawa Timur. Dalam rangka 
penentuan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan di Jawa Timur, maka perlu 
dilakukan kajian awal mengenai kriteria-
kriterai penentu yang relevan dalam 
mengukur tingkat daya dukung dan daya 
tampung lingkungan di Jawa Timur. 
Terkait hal tersebut, pertanyaan dalam 
penelitian ini adalah: “kriteria-kriteria apa 
yang relevan dalam menentukan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan di 
Jawa Timur?” 
METODE  
II.1 Metode Pengumpulan Data 
Dalam melakukan pengumpulan data, 
dilakukan melalui survey primer. Metode 
yang dilakukan adalah dengan cara 
wawancara mendala (depth interview) ke 
beberapa stakeholder kunci yang 
merupakan pakar di bidang pembangunan 
dan lingkungan hidup. Untuk mnegetahui 
stakeholders kunci dalam penelitian ini, 
maka dilakukan analisa stakeholders yang 
memuat 3 kelompok, yakni pemerintah, 
LSM, dan akademisi. Hasil analisa 
stakeholders tersebut menghasilkan 
stakeholders kunci sebagai berikut : 
 Pemerintah (Dinas Perikanan dan Kelautan, 
Dinas ESDM, Bappeprov, BLH Provinsi 
Jawa Timur) 




 LSM (Tunas Hijau dan Walhi) 
 Akademisi (Dosen sosiologi UNAIR, dosen 
teknik lingkungan ITS, dan dosen ekonomi 
pembangunan) 
 
II.2 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam 
penentuan indikator daya tampung 
lingkungan binaan dan sosial ini adalah 
metode analisa delphi. Metode delphi ini 
digunakan dengan maksud untuk 
memperoleh kesepakatakan stakeholders 
mengenai indikator-indikator penentu daya 
tampung lingkungan binaan dan sosial yang 
relevan bagi wilayah Jawa Timur. Indikator 
yang dikonfirmasi pada analisa delphi 
tersebut merupakan indikator yang 
didapatkan dari hasil analisa deskriptif 
kualitatif. Artinya, indikator tersebut 
dihasilkan dari kajian literatur yang 
dibenturkan dengan permasalahan yang 





III.1 Daya Tampung Lingkungan 
Binaan di Jawa Timur 
 Secara teoritis, daya tampung 
lingkungan binaan adalah kemampuan 
lahan untuk mendukung jumlah populasi 
yang ada {1).  Berdasarkan hasil analisa 
deskripif kualitatif, daya tampung 
lingkungan binaan didefinisikan oleh 
beberapa pakar menjadi beberapa indikator, 
yakni ketersediaan lahan, sumberdaya air, 
transportasi, dan kualitas lingkungan{2}-
{15}. Bila dilihat dari permasalahan yang 
akan diselesaikan dengan penelitian ini, 
indikator tersebut dijabarkan menjadi 
beberapa variabel. Indikator ketersediaan 
lahan dijelaskan dengan variabel luas lahan 
pertanian, perikanan, peternakan, hutan, 
terbangun, dan lahan yang dibutuhkan 
untuk mengahsilkan per1000 PDRB. 
Indikator aspek sumberdaya air dijelaskan 
dengan variabel ketersediaan debit air 
bersih perkapita dan konsumsi air bersih 
perkapita. Indikator aspek transportasi 
dijelaskan dengan variabel panjang jalan 
perkapita dan jumlah bus / angkutan umum 
per 10.000 penduduk. Sedangkan indikator 
aspek kualitas lingkungan dijelaskan 
dengan variabel luas lahan terbuka, rata-
rata koefisien dasar hijua per persil 
bangunan (greenGDP), volume limbah 
industri cair yang berhasil diolah, dan 
volume emisi SO2 dari kegiatan industri. 
 Dari hasil analisa deskriptif 
kualitatif tersebut dijadikan masukan dalam 
pembuatan kuisioner analisis delphi. 
Berikut ini adalah hasil analisa delphi 
terkiat daya tamping lingkungan binaan di 
Jawa Timur : 
 
Tabel 1. Hasil Analisa Delphi Indikator Daya 
Tampung Lingkungan Binaan di Jawa Timur 
Pak
ar 













P1 S S S S 
P2 S S S S 
P3 S S S S 
P4 S S S S 
P5 S S TS S 
P6 S S S S 
P7 S S S S 
P8 S S S S 
P9 S S S S 
Keterangan : 
P1 : LSM Tunas Hijau 
P2 : LSM Walhi 
P3 : Dinas Perikanan dan 
Kelautan Provinsi Jawa Timur 
P4 : Dinas ESDM Provinsi Jawa 
Timur 
P5 : Bappeprov Jawa Timur 
P6 : Pakar Sosial (Dosen 
Sosiologi UNAIR) 
P7 :  Pakar Lingkungan (Dosen 
Teknik Lingkungan ITS) 




P8 : Pakar Ekonomi (Dosen 
Ekonomi Pembangunan) 
P9 : BLH Provinsi Jawa Timur 
S  : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
 
Berdasarkan hasil pengisian kuisioner 
analisa deplhi, indikator yang sepenuhnya 
disepakati oleh stakeholders adalah : 
 Indikator ketersediaan lahan 
Permintaan akan lahan semakin 
tahun semakin meningkat di 
Provinsi Jawa Timur. Seiirng 
meningkatnya pertumbuhan 
ekonomi di Jawa Timur,, maka 
terjadi kenaikan demand terhadap 
lahan untuk pembangunan berbagai 
jenis kegiatan. Adanya kenaikan 
demnad tersebut pastinya 
mempengaruhi ketersediaan 
(supply) lahan di Provinsi Jawa 
Timur. Dalam kaitannya dengan 
daya tampung lingkungan binaan, 
luasan lahan yang dapat dijadikan 
ukuran untuk melihat sejauh mana 
daya tampung lingkungan binaan 
pada suatu wilayah adalah luas 
lahan pertanian, perikanan, 
peternakan, hutan, terbangun, dan 
lahan yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan per1000 PDRB. 
Secara garis besar luas lahan yang 
dimaksud menunjukkan luas lahan 
yang dapat menampung aktivitas 
sosial-ekonomi masyarakat. 
Dengan semakin banyaknya luasan 
lahan di Jawa Timur, maka daya 
tampung lingkungan binaan 
dianggap masih tinggi (mampu 
mendukung jumlah populasi yang 
ada). 
 Indikator ketersediaan sumberdaya 
air 
Indikator ini dapa dikatakan 
menjadi indikator utama dalam 
mengukur daya tampung 
lingkungan binaan. Hal tersebut 
dikarenakan aktivitas manusia tidak 
dapat lepas dari keberadaan 
sumberdaya air. Air merupakan 
kebutuhan dasar manusia, baik 
untuk dikonsumsi maupun untuk 
mengairi sawah. Sebagai kebutuhan 
yang vital, ketersediaan 
sumberdaya air harus bersifat 
kontinu dari segi kuantitas dan juga 
layak dalam segi kualitasnya. 
Dalam menjelaskan indikator 
ketersediaan sumberdaya air di 
Provinsi Jawa Timur dapat dilihat 
dari beberapa hal, yakni 
ketersediaan debit air bersih 
perkapita dan konsumsi air bersih 
perkapita. Selain itu, salah satu 
stakeholders mengusulkan 
penambahan variabel yang mampu 
menjelaskan indikator ketersediaan 
sumberdaya air, yakni variabel air 
permukaan. Variabel air permukaan 
yang dimaksud adalah ketersediaan 
air permukaan pada setiap golongan 
air. Terdapat 3 macam golongan air, 
yaitu golongan A yang dapat 
digunakan untuk minum (tanpa 
harus diolah terlebih dahulu); 
golongan B dapat digunakan untuk 
minum (melalui proses pengolahan 
terlebih dahulu sebelum dapat 
diminum); dan golongan C yang 
digunakan untuk perikanan, 
pengairan irigasi, dan sebagainya. 
Dengan semakin banyaknya 
ketersediaan sumberdaya air, baik 
dari segi debit, keberadaan sir 
permukaan dengan golongan yang 
tinggi, dan konsumsi air bersih 
perkapita dapat terlayani dengan 
baik, maka daya tampung 
lingkungan binaan pada Provinsi 
Jawa Timur akan semakin tinggi 
(mampu mendukung jumlah 
populasi yang ada). 
 Indikator aspek kualitas lingkungan  
Berdasarkan hasil analisa deskriptif 
kualitatif, indikator aspek kualitas 
lingkungan dapat dijelaskan oleh 
variabel luas lahan terbuka, rata-
rata koefisien dasar hijau perpersik 
bangunan (green GDP), volume 




limbah industri cair yang berhasil 
diolah, dan volume emisi SO2 dari 
kegiatan industri. Secara 
keseluruhan, stakeholders yang 
menjadi responden dalam penelitian 
ini setuju bahwa kondisi kualitas 
lingkungan di Provinsi Jawa Timur 
dapat menggambarkan daya 
tampung lingkungan binaan. 
Didalam Provinsi Jawa Timur 
masih terdapat kawasan perdesaan. 
Kualitas lingkungan di kawasan 
perdesaan pasti akan berbeda 
dengan kawasan perkotaan dan hal 
tersebut pasti mempengaruhi daya 
tampung lingkungan binaan di 
kawasan tersebut. Kawasan 
perdesaan yang masih memiliki 
luasan lahan terbuka yang tinggi 
dan rata-rata KDH yang tinggi pula 
akan memiliki nilai daya tampung 
lingkungan binaan yang lebih tinggi 
dibanding daerah perkotaan. Selain 
itu, kawasan perdesaan yang masih 
didominasi oleh kegiatan pertanian, 
memiliki volume limbah industri 
dan emisi SO2 yang rendah.  
Selain variabel tersebut, aspek 
kualitas lingkungan juga dapat 
melihat keberadaan limbah rumah 
tangga. Sejauh ini, semua kota / 
kabupaten masih membuang limbah 
rumah tangga pada saluran drainase 
yang pada akhirnya mencermari 
sungai. Semakin tingginya 
percemaran pada suatu wilayah, 
maka daya tampung lingkungan 
binaannya akan semakin berkurang. 
 
Daya tampung lingkungan binaan Jawa 
Timur berdasarkan hasil analisa deskriptif 
kualitatif (kajian teori yang sesuai 
permasalahan yang ada) menghasilkan 4 
(empat) indikator daya tampung 
lingkungan binaan. Akan tetapi pada 
analisa delphi, ternyata terdapat 1 indikator 
yang tidak disepakati oleh  1(satu) 
responden, yakni indikator aspek 
transportasi. Stakeholder tersebut 
beranggapan bahwa aspek transportasi 
(panjang jalan perkapita, jumlah bus / 
angkutan umum per 10.000 penduduk) 
merupakan aspek eksernalitas yang timbul 
dari aktivitas manusia sehingga apapun 
perubahan dari variabel-variabel yang 
menjelaskan aspek tersebut tidak akan 
mempengaruhi daya tampung lingkungan 
binaan di Provinsi Jawa Timur. Sejatinya, 
pendapat dari stakeholders lain mengenai 
kaitan transportasi dengan aktivitas 
manusia sama dengan pendapat 1 (satu) 
stakeholder yang tidak setuju tersebut, akan 
tetapi stakeholders lain beranggapan bahwa 
dengan semakin meningkatkanya aspek 
transportasi maka akan meningkatkan 
emisi, pergerakan orang, barang, dan jasa 
sehingga daya tampung lingkungan binaan 
akan semakin menurun.  
 Adanya kondisi tersebut sebaiknya 
dikonfirmasi kembali (proses iterasi) pada 
stakeholders yang bersangkutan sehingga 
hasilnya dapat diambil kesimpulan untuk 
mengambil kesepakatan indikator daya 
tampung lingkungan binaan, utamanya 
dalam indikator aspek transportasi.  
  
III.2 Daya Tampung Lingkungan Sosial di 
Jawa Timur 
 Daya tampung lingkungan sosial 
erat kaitannya dengan pola produksi dan 
konsumsi manusia {1}. Berdasarkan hasil 
kajian teoritis yang menggunakan metode 
analisa deksriptif kualitatif, daya tamping 
lingkungan sosial di Provinsi Jawa Timur 
dapat tergambarkan dengan indikator 
kependudukan, gaya hidup (life style), 
tingkat konsumsi penduduk, dan kondisi 
sosial-ekonomi masyarakatnya. Setiap 
indikator tersebut dijelaskan oleh variabel 
yang berbeda-beda. Indikator 
kependudukan dijelaskan oleh variabel 
jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, 
jenis kelamin, umur, kepadatan penduduk, 
dan tingkat pendidikan masyarakat. 
Indikator gaya hidup dijelaskan dengan 
variabel jenis kegiatan (aktivitas manusia) 
dan hubungan antar masyarakat. Indikator 
tingkat konsumsi penduduk dijelaskan 
dengan variabel tingkat konsumsu bahan 
makanan dan tingkat konsumsi energy. 




Sedangkan indikator kondisi sosial – 
ekonomi masyarakat dijelaskan dengan 
variabel tingkat pengeluaran konsumsi 
masyarakat, tingkat kemiskinan penduduk, 
dan jenis pekerjaan penduduk{2}-{15}. 
 Hasil indikator dan variabel yang 
telah dihasilkan pada tahap analisa 
sebelumnya, diuji kembali 
denganmenggunakananalisa delphi, yang 
bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan 
dengan stakeholders yang telah dipilih. 
Berikut ini adalah hasil analisa delphi 
indikator daya tamping lingkungan binaan 
di Jawa Timur : 
 
Tabel 2. Hasil Analisa Delphi Indikator 



















P1 S S S S 
P2 S S S S 
P3 TS S S TS 
P4 S S S S 
P5 S S S S 
P6 S S S S 
P7 S S S S 
P8 S S S S 
P9 S S S S 
Keterangan : 
P1 : LSM Tunas Hijau 
P2 : LSM Walhi 
P3 : Dinas Perikanan dan 
Kelautan Provinsi Jawa Timur 
P4 : Dinas ESDM Provinsi Jawa 
Timur 
P5 : Bappeprov Jawa Timur 
P6 : Pakar Sosial (Dosen 
Sosiologi UNAIR) 
P7 :  Pakar Lingkungan (Dosen 
Teknik Lingkungan ITS) 
P8 : Pakar Ekonomi (Dosen 
Ekonomi Pembangunan) 
P9 : BLH Provinsi Jawa Timur 
S  : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
 
Dari 4 (empat) indikator daya 
tampung lingkungan binaan yang 
dihasilkan dari tahapan sebelumnya, 
ternyata hasnya 2 (dua) indikator yang 
mendapatkan kesepakatan oleh semua 
stakeholders yang menjadi responden. Dua 
indikator tersebut adalah : 
 
 Indikator gaya hidup 
Gaya hidup yang dimaksud dalam 
indikator ini adalah jenis kegiatan 
yang dilakukan individu dan 
hubungan masyarakat. Sejatinya, 
gaya hidup penduduk perkotaan dan 
perdesaan berbeda baik dari segi 
jenis kegiatan yang dilakukan 
hingga hubungan yang terjalin 
memiliki keeratan yang berbeda. 
Selain itu, adanya perbedaan 
kemampuan penduduk juga 
mempengaruhi gaya hidup yang 
terbentuk.Perbedaan-perbedaan 
tersebut akan menimbulkan pola 
produksi dan konsumsi yang 
berbeda pada setiap wilayah 
sehingga mempengaruhi daya 
tampung lingkungan sosial. 
Sejatinya, gaya hidup dari setiap 
individu dapat selalu terpenuhi 
dalam ukuran daya tampung 
lingkungan sosial, dengan syarat, 
gaya hidup tersebut berjalan seiring 
dengan kompetensi penduduknya. 
Dengan berkembangnya 
kompetensi penduduk, maka 
teknologi untuk rekayasa daya 
dukung dan tampung lingkungan 
dapat dilakukan sehingga 
pembangunan berkelanjutan dapat 
tercapai. 
 Indikator tingkat konsumsi 
penduduk 
Tingkat konsumsi penduduk, baik 
berupa konsumsi bahan makan 
maupun konsumsi energi dirasa 
sangat menggambarkan daya 
tampung lingkungan sosial. Dengan 
semakin tingginya tingkat konsumsi 




penduduk, makan akan 
berpengaruh pada persaingan dalam 
perolehan kebutuhannya. Semakin 
bersaing, maka daya tampung 
lingkungan sosial semakin terbatas. 
Karena sejatinya tingkat konsumsi 
penduduk ini berbanding lurus 
dengan pendapatan penduduk. 
Dalam konsumsi energi, semakin 
tinggi konsumsi energi, maka 
semakin besar ebergi yang 
digunakan maka semakin baik 
(untuk keberlanjutan) 
Dua indikator selain yang dijelaskan 
diatas, dianggap tidak mendapatkan 
kesepakatan dari stakeholdersselaku 
responden walaupun hanya terdapat 1 
responden yang menyatakan tidak setuju. 
Indikator tersebutadalah : 
 Indikator Kependudukan 
Pengaruh indikator kependudukan 
terhadap daya tampung sosial 
didefinisikan dengan beberapa 
variabel yaitu jumlah penduduk, 
jenis kelamin, umur, kepadatan 
penduduk, pertumbuhan penduduk. 
Opini dari mayoritas stakeholder 
menyetujui pengaruh variabel 
variabel tersebut mempengaruhi 
daya tampung suatu lingkungan. 
Terdapat satu stakeholder yang 
tidak menyetujui indikator ini yakni 
dari pihak dinas kelautan dan 
perikanan. Sakteholder tersebut 
beranggapan bahwa aspek 
kependudukan dilingkungan pesisir 
kurang mempengaruhi daya 
tampung sosial karena jumlah 
penduduk pesisir yang tidak terlalu 
padat sehingga tidak menyeram 
daya tampung sosial berlebih. 
 Indikator sosial-ekonomi 
masyarakat 
o Kondisi sosial-ekonomi 
masyarakat yang dijelaskan 
dengan variabel tingkat 
pengeluaran konsumsi 
masyarakat, tingkat 
kemiskinan penduduk, dan 
jenis pekerjaan. Secara garis 
besar, variabel tersebut telah 
menggambarkan daya 
tamping lingkungan sosial. 
Akan tetapi, terdapat 1 
(satu) stakeholdersyang 
tidak setuju bila daya 
tamping lingkungan sosial 
di nilai dengan indikator 
sosial-ekonomi masyarakar. 
Hal tersebut dikarenakan 
banyaknya stakeholders 
beranggapan dalam lingkup 
wilayah pesisir, indikator ini 
tidak dapat menggambarkan 
daya tamping lingkungan 
sosial di Provinsi Jawa 
Timur. Sejatinya, indikator 
sosial-ekonomi masyarakat  
sangat mempengaruhi gaya 





Berdasarkan hasil analisa dan 
pembahasan yang telah dilakukan pada 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Indikator daya tampung 
lingkungan binaan di Jawa Timur 
berdasarkan kesepakatan 
stakeholders adalah (1) indikator 
ketersediaan lahan, (2) 
ketersediaan sumberdaya air, (3) 
aspek kualitas lingkungan.  
2. Indikator ketersediaan lahan dapat 
dijelaskan dengan melihat variabel 
luas lahan pertanian, perikanan, 
peternakan, hutan, terbangun, dan 
lahan yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan per1000 PDRB. 
Dengan semakin luas lahan yang 
dapat dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan aktivitas 
penduduk, maka daya tampung 
lingkungan binaan dianggap 
tinggi. 
3. Ketersediaan sumberdaya air 
dijelaskan dengan variabel 
ketersediaan debit air bersih, 




konsumsi air bersih perkapita, dan 
adanya air permukaan yang dapat 
dimanfaatkan. Semakin tinggi 
tingkat ketersediaan sumberdaya 
air, maka semkain tinggi daya 
tampung lingkungan binaannya. 
4. Aspek kualitas lingkungan yang 
dijelaskan dengan luasan lahan 
terbuka, rata-rata KDH, volume 
limbah industri cair yang berhasil 
diolah, volume emisi SO2, dan 
besaran limbah rumah tangga. 
Semakin luas lahan terbuka dan 
semakin besar KDH, maka 
semakin tinggi daya tampung 
lingkungan binaan. Sedangkan bila 
semakin rendah volume limbah 
industri, limbah rumah tangga, dan 
gas SO2 yang dihasilkan, maka 
semakin tinggi daya tampung 
lingkungan binaannya. 
5. Indikator daya tampung 
lingkungan sosial di Jawa Timur 
berdasarkan kesepatakan 
stakeholders adalah (1) indikator 
gaya hidup, dan (2) indikator 
konsumsi penduduk.  
6. Indikator gaya hidup yang 
dijelaskan dengan jenis kegiatan 
dan hubungan antar masyarakat 
dianggap dapat menggambarkan 
besar daya tampung lingkungan 
sosial pada suatu wilayah 
7. Konsumsi penduduk baik berupa 
bahan makanan maupun energi 
akan mempengaruhi besaran daya 
tampung lingkungan suatu 
wilayah. Semakin tinggi tingkat 
konsumsi maka semakin terjadi 
persaingan, yanga rtinya daya 
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